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KATA PENGANTAR 
(Edisi Revisi Kelima) 

Buku ini merupakan bagian berikutnya (Bagian Kedua) dari 
buku pertama yang berjudul · Perkembangan Hukum Perdata 
Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Dalam Edisi Revisi Kelima 
ini materinya disesuaikan dengan perkembangan Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia dan Putusan Sadan Peradilan. 

Antara lain: 

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 
menentukan bahwa hak cipta (Benda bergerak tidak berwujud) 
dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. 

2. Surat Edaran Dirjen AHU Tertanggal 5 Maret 2013, No. AHU-
06.0T.03.01 Tahun 2013 mengenai pemberlakuan sistem 
administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik 
(Online System) 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 67/PUU-Xl/2013 yang 
mendahulukan pembayaran upah buruh dalam hal kepailitan. 

Sebelumnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. 

Sistematika penulisan buku ini terdiri dari empat bab. BAB I 
berisi Pendahuluan, BAB II Tentang Benda, BAB Ill Tentang Hukum 
Perikatan dan BAB IV Tentang Hukum Waris. 

Antara Hukum Benda dan Hukum Perikatan terdapat 
hubungan yang sangat erat oleh karena baik hukum benda maupun 
hukum perikatan adalah merupakan bagian dari pada hukum 
harta kekayaan. Hukum Benda adalah hukum yang mengatur 
hubungan subjek hukum dengan benda, sedangkan Hukum 
Perikatan mengatur antara subjek hukum dengan subjek hukum 
yang melahirkan benda. 
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Bagan (Skema) hukum perikatan yang ditampilkan dalam buku 
m1 masih bersifat konvensional yang bersumber pada ketentuan 
Pasal 1233 KUHPerdata. Dalam arti memisahkan jalur wanprestasi 
(Perjanjian) dan jalur pebuatan melawan hukum (Undang-Undang 
dan Peraturan lainnya). 

Hukum Waris ditempatkan pada BAB IV, karena buku II 
KUHPerdata tidak hanya mengatur tentahg benda dan hak 
kebendaan, tetapi juga mengatur tentang hukum waris. 

Semoga bermanfaat. 

Bandung, Agustus 2015 

Penulis 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1. UUPA dan Buku II KUHPerdata 
Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 

(UUPA) pada tanggal 24 September 1960, maka di dalam Buku II 
i<UHPerdata tidal< ada lagi ketentuan yang mengatur tentang benda 
tidak bergerak, yang ada ialah ketentuan-ketentuan tentang benda 
bergerak. 

UUPA menyatakan mencabut Buku II l<UHPerdata Indonesia, 
sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai Hipotek. Hipotek 
ini pun sudah dinyatakan tidal< berlaku oleh Undang-Undang Hal< 
Tanggungan (UUHT), Undang-Undang No. 4/1996 (Pasal 29), sehingga 
hipotek yang ada sekarang, hanyalah: 

Hipotek untuk kapal-kapal laut, isi kotor 20M3/lebih (Pasal 314 
l<UHDagang jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran). 

Hipotek untuk Pesawat terbang dan Helikopter (Pasal 71 
berikut penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang 
Penerbangan). 

Oleh karena itu, apabila dibicarakan Hukum Benda sekarang ini, 
maka yang dimaksud ialah Hukum Benda yang ada dalam Buku II 
l<UHPerdata, UUPA (UU No. 5/1960), Undang-Undang Perlindungan 
Hak Atas l<ekayaan lntelektual, serta peraturan perundangan lainnya. 
Tetapiyang menjadi pokok bahasan dari buku ini hanyalah Hukum Benda 
mengenai benda bergerak yang diatur dalam Buku II l<UHPerdata. 

Di samping itu dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 
yang menganut asas pemisahan horizontal (horizonta/e scheiding) 
terhadap hak atas tanah, membawa perubahan juga terhadap hak 
atas jaminan, karena sebelumnya l<UHPerdata mengenal asas verticale 
natrekking (asas perlekatan vertical) sebagaimana terkandung dalam 
Pasal 571 jo Pasal 601 l<UHPerdata. 
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2. Sistem Hukum Benda 
Hukum Benda mempunyai sistem tertutup (dwingend recht), 

artinya seseorang tidal< dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang 
lain, selain yang diatur dalam Buku II KUHPerdata. Berbeda dengan 
Buku Ill KUHPerdata (tentang Perikatan) yang bersifat terbuka 
(aanvullendrecht). Namun demikian dalam praktik dikenal adanya 
lembaga hukum baru, yang mempunyai ciri hak kebendaan seperti 
fidusia, sistem resi gudang, dan lain-lain. 

3. Hubungan Hukum Benda dan Hukum Perikatan 
Bi dang Hukum Harta Kekayaan dalam sistematika ilmu pengetahuan 

hukum, ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat relatif. Hak atas 
harta kekayaan yang bersifat mutlak diatur dalam Buku II KUHPerdata, 
sedangkan hak atas harta kekayaan yang bersifat relatif diatur dalam 
Buku Ill KUHPerdata. Hukum Benda mengatur tentang hubungan 
antara subjek hukum dengan objek hukum (benda) yang melahirkan 
hak kebendaan, sedangkan Hukum Perikatan mengatur hubungan 
antara subjek hukum dengan subjek hukum, yang melahirkan objek 
hukum berupa benda. 1 

Untuk hak kebendaan yang memberikan hak jamin~n, terdapat 
ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: 

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, 
bail< yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan 
untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu." 

Demikian pula Perjanjian Penanggungan (Pasal 1820 KUHPerdata}, 
Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHPerdata}, dan Perjanjian Tanggung
menanggung (Pasal 1278 KUHPerdata} juga memberikan hak jaminan 
perorangan. Selain itu, Pasal 1537 KUHPerdata menentukan bahwa 
hak mewaris dapat dijual. 

Sifat relatif dalam Hukum Perikatan adalah juga benda menurut 
Buku II KUHPerdata, sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 508 
dan Pasal 511 KUHPerdata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
terdapat hubungan yang sangat erat antara Buku II KUHPerdata dengan 
Buku Ill KUHPerdata. 
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CATATAN KAKI 
(BAB I) 

1. Kartini Mulyadi, Cs: Kebendaan Pada Umumnya, Seri Hukum 
Harta Kekayaan, Jakarta: Praneda Media, 2003, hlm.11. 
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BAB II 

TENTANG BENDA 

Hukum Benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek 
hukum dengan benda, yang menimbulkan hak kebendaan. Hukurn 
benda merupakan bagian dari Hukum Harta l<ekayaan. Diatur dalam 
Buku II l<UHPerdata, Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232, meliputi 
pengertian benda dan macam-macam benda serta pengertian hak 
kebendaan dan macam-macam hak kebendaan. 

1. Pengertian Benda 
Menurut Pasal 499 l<UHPerdata, pengertian benda atau "zaak" 

adalah; "segala sesuatu yang dapat menjadi objek hal< rnilik". Yang 
dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula 
berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. 

Namun pengertian "benda" yang dimaksud oleh l<UHPerdata 
adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain
lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidal< 
diatur oleh l<UHPerdata, rnelainkan diatur dalarn undang-undang 
tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HI<! (Hal< Atas l<ekayaan 
lntelektual). 

Di luar Buku II (dalam Buku Ill) l<UHPerdata, terdapat pengertian 
"zaak", tidal< dalam pengertian benda, tetapi dalam pengertian, 
perbuatan hukum (Pasal 1792 l<UHPerdata), kepentingan (Pasal 1354 
l<UHPerdata), dan kenyataan hukum (Pasal 1263 l<UHPerdata). 

2. Macam-macam Benda 
Benda dapat dibedakan atas: 

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 l<UHPerdata). 

2. Benda bergerak dan tidal< bergerak (Pasal 504 l<UHPerdata). 

3. Benda dapat dipakai habis dan tidal< dapat dipakai habis (Pasal 
SOS l<UHPerdata). 

4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 
l<UHPerdata). 

4 



5. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (Pasal 537, 
Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdata). 

6. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 

KUHPerdata). 

7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak 
Tanggungan, Fidusia). 

s. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdata jis 
Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 

24/1997 tentang Pendaftaran Tanah). 

Dari pembedaan macam-macam benda sebagaimana disebut di 
atas, yang terpenting adalah pembedaan atas benda bergerak dan 
benda tidak bergerak, serta pembedaan atas benda terdaftar dan tidak 

terdaftar. 1 

Contoh benda terdattar, misalnya: kendaraan bermotor, tanah, 

kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, telepon, dan lain-lain. 
Sedangkan benda tidal< terdaftar (tidak atas nama) adalah benda
benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemilikannya karena 
berlaku asas "yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya", seperti 
alat-alat rumah tangga, pakaian, perhiasan, hewan-hewan peliharaan, 
dan lain-lain. 

Pentingnya pembedaan ini terletak pada pem buktian pemilikannya 
(untuk ketertiban umum). Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda 
pendaftaran, atau sertifikat atas nama pemiliknya, sedangkan untuk 

benda tidak terdaftar (tidak atas nama) berlaku asas "yang menguasai 
dianggap sebagai pemiliknya". 2 

l<UHPerdata Indonesia tidal< mengenal pembedaan antara benda 
terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi BW baru (NBW) mengenalnya. 

Benda terdaftar ada yang atas nama dan ada yang tidak atas nama. 
Sebaliknya, benda atas nama ada yang terdaftar dan ada yang tidak 
terdaftar. Benda atas nama yang tidak terdaftar contohnya seperti 
saham-saham, piutang atas nama, dan lain-lain. 

Benda terdaftar dan atas nama ialah bend a yang dibuktikan dengan 
tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, misalnya: 
tanah, rumah, hak cipta, dan lain-lain. Sedangkan bend a terdaftar tidal< 
atas nama, misalnya: hak tanggungan, fidusia, sistem resi gudang, dan 
lain-lain, dibuktikan dengan suatu akta. 
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